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Abstract : Law is a rule for humans, so the implementation of the law must be carried out to 
provide benefits, usefulness for the community in society. People who get good and right treatment 
will create a peaceful state of affairs. The law can protect the rights and obligations of each 
individual which are solid and manifest in general. There are three objectives of law, namely 
justice, benefit and legal certainty. Justice is the main thing of the three things, but it does not 
mean that the other two elements can be simply ignored. Good law is law that is able to synergize 
these three elements for the welfare and prosperity of society. The research method used by the 
author is Normative Juridical, with data collection tools through library research. The results of 
the research show that legal certainty is a guarantee that the law is enforced, that those entitled 
according to law can obtain their rights and that decisions can be implemented. Legal certainty is 
a justifiable protection against arbitrary actions which means that someone will be able to get 
something that is expected in certain circumstances. 
 
Keywords : The Principle of Legal Certainty of Taxation 
 
 
Abstrak : Hukum adalah suatu peraturan untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus  
dilaksanakan memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat didalam masyarakat. MAsyarakat yang 
mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. 
Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu yang kokoh dan terwujud secara 
umum. Ada tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan 
merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan 
serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur 
tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh 
penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan Hasil 
Penelitian menunjukan Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 
berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang 
berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.  
 
Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Perpajakan 
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PENDAHULUAN 

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 

tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka 

seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan 

harus senantiasa berdasarkan atas hukum.  

 Menurut Simorangkir, “negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan 

prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. 

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak 

menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan 

sebaliknya. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan tiga ide dasar 

hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan 

merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan 

serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur 

tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

 Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni 

kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas 

menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh 

hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat 

berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch 

tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 

yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, tetapi 

juga bagaimana norma-norma atau  materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-

prinsip dasar hukum.  

 Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks 

negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah 

sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.  Jika kita berpegang secara teguh 

terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka 

pertanyaan ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang 

demikian tak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi 

lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum 
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akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban 

dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Perlu diingat hal itu akan mencederai keadilan hukum 

yang ada di masyarakat khususnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah asas kepastian hukum berperan dalam 

penyelenggaraan perpajakan di Indonesia? 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dengan alat 

pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-

undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.  

 

PEMBAHASAN 

 Asas Kepastian Hukum banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya 

terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah 

jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum  

”Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum 

(rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari 

peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum 

dalam peraturan konkret”. 

 Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang 

bersifat umum menjadi fondamental sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah 

norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal 

dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di 

dalam masyarakat. Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan 

yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan 

segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus 

ada”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat 

disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. A a  hukum merupakan pikiran da ar atau norma da ar. 

2. A a  hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang da i peraturan 

hukum konkret. 

3. A a  hukum itu mengandung penilaian ke u ilaan, jadi mempunyai dimen i eti . 

 Menurut jan michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi 

yuridis. Namun, otto ingin memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia 

mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 1. Tersedia 

aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan 

diakui karena (kekuasaan) negara; 2. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3. Warga 

secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4. Hakim-hakim 

(peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan; 5. Keputusan peradilan secara 

konkrit dilaksanakan. 

 Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim 

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum 

atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

 Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua  unsur yang 

lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yangmampu 

mensinergikan ketigaunsur tersebut demikesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut 

Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai 

peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan 

untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak 

dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, 

“hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan 

pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma 

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. 

 Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap 

berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut 

Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam 

hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 
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berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah 

tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara 

yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah 

ketentuan atau ketetapan yang ibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan 

jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. 

 Kepastian hukum menunjuk kepadapemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten 

dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, 

berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh 

unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hokum.tak dapat 

dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia. 

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomat), melainkan 

sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. 

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah 

kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (sicherkeit des Rechts). 

Berdasarkan paparan diatas, Apakah Hukum di Indonesia sudah menjamin adanya kepastian 

Hukum?. Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu 

didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat bukan untuk kesejahteraan 

rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka sendiri, oleh karena itu produk yang 

dibuat banyak yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan yang sungguh ironis adalah tidak 

ada Undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan Negara yang Kaya, 

Negara yang letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang menjadi Jantung Dunia. 

Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka karna kenyataanya adalah Banyak rakyat 

indonesia yang tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan mereka harus tidur dibawah 

jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu semua disebabkan kesewenangan 

para pemimpin yang mementingkan diri sendiri 
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan 

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk 

mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang 

dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara 

dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan 

undangundang. Dasar hukum sengketa pajak adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang no. 14 

tahun 2002 tentang pengadilan pajak. 2. Undang – undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan. 3. Undang – undang no. 16 tahun 2000, no 28 tahun 2007, dan 

peraturan pelakssanaan terkait 

PASAL 1 angka 5 UU PP; Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan 

Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas 

pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 

November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri 

Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, 

disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan 

transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang 

harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian Negara yang 

diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar. 

 

SIMPULAN 

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hokum harus dilaksanakan memberi 

manfaat, kegunaan bagi masyarakat didalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan 

perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja .Hukum 

dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu yang kokoh dan terwujud secara umum. 

Ada tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan 

merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat 

dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan 
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ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus diberlakukan asas asas pemerintahan yang baik 

(AAUPB), salah satunya asas kepastian hokum. Seperti pengertiannya sendiri asas kepastian 

hukum adalah adanya kepastian atau ketentuan hukum dari hukum yang telah dibuat dengan kata 

lain adanya sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Pemerintahan tentunya harus 

memberlakukan asas kepastian hukum dalam roda pemerintahanya,jangan sampai membuat 

masyarakat bertanya tanya akan hukum yang berlaku,dan jangan membuat masyarakat 

menunggu berjalanya hukum yang adil tanpa kepastian.  

 

SARAN  

Didalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus diberlakukan asas asas 

pemerintahan yang baik (AAUPB),salah satunya asas kepastian hokum. Seperti pengertiannya 

sendiri asas kepastian hukum adalah adanya kepastian atau ketentuan hukum dari hukum yang 

telah dibuat dengan kata lain adanya sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Pemerintahan 

tentunya harus memberlakukan asas kepastian hukum dalam roda pemerintahanya,jangan sampai 

membuat masyarakat bertanya tanya akan hukum yang berlaku,dan jangan membuat masyarakat 

menunggu berjalanya hukum yang adil tanpa kepastian. 
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